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NAMA SOP Uji  Konsekuensi  Informasi Publik 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 
6. PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009 
7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 
8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah 
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
10. Pergub No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat.     

1. Mampu  menguasai  mengoperasikan  komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

keterbukaan informasi publik 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
 

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ; 
2. Term of Reference ; 
3. Alat tulis kantor ; 
4. Jaringan internet 
5. Komputer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 
1. Data tidak Terklasifikasi antara rahasia dan Tidak 
2. Kerahasiaan Informasi tidak Terjaga 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 
 

Kepala  Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat

615/HM.01/Umper

Maret 2023

Februari 2023

Januari 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DEB4C160C1
DEB4C160C1



 
 
 

  PELAKSANA MUTU BAKU KET 

No AKTIFITAS PPID 
Utama dan 

PPID 
Pembantu 

Tim 
Pertimbangan 

Pelayanan 
Informasi 

Komponen 
atau 

Perangkat 
Daerah 

 
Pemohon 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

1 

Melakukan kajian atas 
informasi/dokumen yang dimohon 
yang diduga mengandung informasi 
yang  dikecualikan. 
Meminta pertimbangan kepada 
Atasan PPID / Tim Pertimbangan 
Permohonan Informasi ; 

    Berkas permohonan 
informasi/dokumen 
dari pemohon 
informasi. 
. 
 
 
 

Pada hari dan 
jam kerja 

Berkas 
permohonan 
informasi yang 
telah diisi 
lengkap dan 
dilampiri 
fotocopy/scan 
identitas diri 
(NIK) 

 

2 

Memberikan pertimbangan atas 
informasi/dokumen yang dimaksud 
yang bersifat rahasia   berdasarkan   
UU,   kepatutan   dan kepentingan 
umum. ;   

    Dasar hukum ; UU 
KIP 14 Tahun 2008 
dan PERKI 01 Tahun 
2010 

Pada hari dan 
jam kerja 

Surat keputusan 
Tim 
pertimbangan 
Pelayanan 
Informasi 
 

 

3 

Menyampaikan kepada PPID atas 
status informasi/dokumen yang 
diminta pemohon informasi, apakah 
termasuk rahasia atau terbuka.  Jika 
informasi/dokumen yang dimaksud 
adalah terbuka,  maka  PPID  
memerintahkan  kepada penguasa 
informasi/dokumen  untuk 
menyerahkan informasi/dokumen 
yang dimaksud, jika status 
informasi/dokumen oleh Tim  
pertimbangan. Pelayanan informasi 
dinyatakan rahasia, maka PPID 
membuat surat penolakan kepada 
pemohon informasi ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahasia 
 
 
   #2 

 
 
 
 
 
 
 
  Terbuka 

  

Informasi/dokumen 
yang telah 
dinyatakan terbuka 
untuk publik. 

Pada hari dan 
jam kerja, 
maksimal 10 
hari kerja, 
sejak 
permohonan 
informasi 
teregistrasi. 
Maksimal  
diberikan 
perpanjangan 
pemenuhan 
permohonan 

Informasi/doku
men dari 
komponen atau 
Perangkat 
Daerah 
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informasi 
selama 7 
(tujuh) hari 
sejak 
pemberitahua
n tertulis 
diberikan dan 
tidak dapat 
diperpanjang 
lagi 

4 

Memberikan informasi yang diminta 
oleh pemohon informasi dengan 
menandatangani tanda bukti 
penerimaan atau memberikan surat 
penolakan kepada pemohon jika 
status informasi/dokumen 
dinyatakan rahasia. 
    

    Informasi/dokumen 
yang diminta oleh 
pemohon informasi 
atau surat 
penolakan, jika 
informasi/dokumen 
tersebut 
dikatagorikan 
rahasia.. 

Pada hari  
dan jam  
kerja 

Informasi publik 
yang diminta 
oleh pemohon 
informasi atau 
surat penolakan 
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